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Baitul Maal and the State Budget (APBN): Effectiveness in Social Welfare Distribution

Abstract. This study aims to compare the effectiveness of social welfare distribution via Baitul Maal
within the Islamic economic system against the State Budget (APBN) within the modern state financial
system. Employing a descriptive qualitative approach with a comparative study method, the research
finds that Baitul Maal is faster and more targeted in distributing social funds particularly through
zakat, infaq, and other contributions making it more responsive to the needs of marginalized
communities. Conversely, while the APBN possesses greater fiscal capacity, its distribution is often
hindered by bureaucratic obstacles, budgetary leakage, and targeting inaccuracies. The study’s
implications highlight the need to improve transparency and accountability in APBN management and
to enhance public participation in budget planning and evaluation. The study’s originality lies in its
comparative approach to analyzing two systems that differ ideologically and operationally; it offers a
conceptual contribution that enriches fiscal policy with an Islamic economic perspective and provides
policy alternatives that are more adaptive and contextual for developing nations. Furthermore, the
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study introduces a more efficient and inclusive model for social fund management that can be
implemented in developing countries to optimize welfare distribution for the poor and marginalized.

Keywoards: Baitul Maal, State Budget (APBN), Social Welfare Distribution

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas distribusi kesejahteraan sosial
melalui Baitul Maal dalam sistem ekonomi Islam dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dalam sistem keuangan negara modern. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
dengan metode studi komparatif, penelitian ini menemukan bahwa Baitul Maal lebih cepat dan tepat
sasaran dalam menyalurkan dana sosial, terutama melalui zakat, infak, dan sumbangan lainnya, yang
lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat marginal. Sementara itu, meskipun APBN memiliki
kapasitas fiskal yang lebih besar, distribusinya sering terhambat oleh kendala birokrasi, kebocoran
anggaran, dan ketidaktepatan sasaran. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya memperbaiki
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN serta meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam perencanaan dan evaluasi anggaran. Keaslian penelitian ini terletak pada penggunaan
pendekatan komparatif untuk menganalisis dua sistem yang berbeda secara ideologis dan operasional,
memberikan kontribusi konseptual yang memperkaya kebijakan fiskal dengan perspektif ekonomi
[slam dan memberikan alternatif kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual bagi negara
berkembang. Penelitian ini juga memperkenalkan model pengelolaan dana sosial yang lebih efisien
dan inklusif, yang dapat diterapkan di negara-negara berkembang dengan tujuan mengoptimalkan
distribusi kesejahteraan bagi masyarakat miskin dan marginal.

Kata Kunci: Baitul Maal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Distribusi Kesejahteraan
Sosial

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi tantangan serius di Indonesia dan kerap dijadikan
sebagai indikator kegagalan pembangunan ekonomi. Meskipun berbagai kebijakan
fiskal dan sektoral telah dijalankan oleh pemerintah, ketimpangan pendapatan serta
keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar tetap tinggi (Iswanaji et al., 2021;
Yunus, 2021). Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
sebagai instrumen utama pemerataan dinilai belum sepenuhnya efektif karena
menghadapi berbagai kendala, seperti keruwetan birokrasi, kebocoran anggaran,
serta ketidaktepatan sasaran. Disisi lain, sistem pengelolaan dana berbasis
keagamaan seperti Baitul Maal justru menunjukkan potensi yang lebih adaptif dan
tepat sasaran dalam menjangkau masyarakat marginal atau kaum dhuafa (Saleh,
2019).

Baitul Maal secara etimologis berasal dari bahasa arab, yang berarti “rumah
harta”; kata bait berarti rumah dan maal berarti harta (Taisirrafif & Abqari, 2023).
Secara terminologis, Baitul Maal merujuk pada lembaga negara yang memiliki peran
sebagai perbendaharaan pusat yang vital dalam sistem pemerintahan Islam klasik
(Songgirin, 2023). Namun dalam perkembangannya, peran tersebut mengalami
pergeseran. Saat ini, Baitul Maal lebih difungsikan sebagai lembaga pengelola dana
umat seperti zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung kepentingan sosial dan
kesejahteraan masyarakat (Tanjung & Novizas, 2021). Fungsi sosial yang
dijalankannya menjadikan Baitul Maal sebagai model distribusi alternatif yang layak
dianalisis dalam konteks pembangunan.
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Sementara itu, APBN secara etimologis merupakan singkatan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Rohman, 2023). Dalam pengertian terminologis,
APBN dipahami sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang
disusun secara sistematis dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN
memuat rincian seluruh pendapatan dan belanja negara dalam satu tahun anggaran
dan berperan sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
(Sazali, 2020). Namun efektivitas instrumen ini kerap dipertanyakan ketika dikaitkan
dengan persoalan ketimpangan sosial yang masih tinggi.

Melihat fenomena tersebut, kajian mengenai efektivitas distribusi kesejahteraan
melalui APBN dan Baitul Maal menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.
Pertama, secara konseptual, distribusi kesejahteraan mencerminkan keberhasilan
atau kegagalan suatu sistem pembangunan ekonomi. Kedua, dari sisi fungsional,
kajian ini menjadi sarana evaluatif terhadap pengelolaan dana publik secara
transparan dan akuntabel (World Development Report Washington, 2003). Ketiga,
dari segi kontribusi, kajian ini diharapkan mampu memperkuat teori distribusi dalam
perspektif ekonomi Islam serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih
inklusif dan kontekstual.

Untuk itu, pemahaman yang mendalam mengenai distribusi kesejahteraan
sosial menjadi krusial dalam membandingkan peran APBN dan Baitul Maal. Secara
etimologis, istilah distribusi berasal dari bahasa Inggris distribution, yang berarti
proses pembagian atau penyaluran dari satu sumber ke berbagai pihak atau tempat.
Secara terminologis, distribusi diartikan sebagai proses perpindahan atau pertukaran
komoditas dari satu pihak ke pihak lain, baik disertai kompensasi maupun tidak,
sebagai bagian dari mekanisme ekonomi (Janah et al.,, 2020). Dalam pandangan
ekonomi Islam, distribusi tidak hanya terjadi setelah produksi, tetapi menjadi
perhatian sejak awal proses ekonomi, karena diyakini sebagai kunci untuk
menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat secara
menyeluruh.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik ini dapat diklasifikasikan
ke dalam tiga kategori utama: pertama, kajian yang menitikberatkan pada efektivitas
APBN dalam menanggulangi kemiskinan, dengan fokus pada alokasi anggaran dan
tantangan implementasi kebijakan (Sigit & Kosasih, 2020). Kedua, studi yang
mengevaluasi peran Baitul Maal dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah
untuk kepentingan sosial, serta kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat
marginal (Bakri, 2017; Khanifa, 2018). Ketiga, penelitian yang mengangkat praktik
distribusi kesejahteraan berbasis komunitas, khususnya melalui lembaga keagamaan,
namun belum membandingkannya secara sistematis dengan sistem fiskal negara
(Haris Maiza Putra et al., 2022; Hasan et al., 2025).

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas distribusi
zakat melalui BAZNAS dan bantuan sosial APBN, sebagian besar terbatas pada
wilayah yang sempit, seperti kota atau provinsi tertentu, sehingga belum ada
perbandingan komprehensif antara kedua sistem distribusi ini dalam skala nasional.
Selain itu, banyak penelitian yang belum membahas dampak sosial jangka panjang
dari distribusi zakat, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan keluarga
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penerima manfaat. Penelitian ini berbeda karena melakukan perbandingan
mendalam antara BAZNAS dan APBN di tingkat nasional, dengan fokus pada
perbedaan efektivitas distribusi dalam penanggulangan kemiskinan dan dampak
sosial jangka panjangnya, termasuk peningkatan pendapatan, akses pendidikan, dan
kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Penelitian ini juga mengisi celah dengan
analisis akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan kedua sistem distribusi, serta
dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan program sosial,
yang belum banyak dibahas dalam literatur yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode
utama library research (penelitian kepustakaan) yang dikombinasikan dengan studi
komparatif. Metode ini dipilih karena kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan
membandingkan efektivitas dua mekanisme pengelolaan dana publik yakni Baitul
Maal dalam sistem ekonomi Islam dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dalam sistem keuangan negara modern dalam mendistribusikan
kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh
melalui penelusuran literatur akademik, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan
publik, buku referensi, laporan resmi lembaga (seperti BAZNAS, Kementerian
Keuangan, dan World Bank), serta sumber digital terpercaya seperti Google Scholar,
JSTOR, dan ResearchGate. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam
pengumpulan data, dengan seleksi sistematis terhadap sumber-sumber yang relevan
berdasarkan kata kunci utama: Baitul Maal, APBN, dan distribusi kesejahteraan
sosial.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) untuk
menggali makna, konsep, dan praktik dari masing-masing sistem pengelolaan dana
publik; serta analisis komparatif (comparative analysis) untuk mengidentifikasi
perbedaan dan persamaan dalam hal prinsip, mekanisme operasional, efektivitas
distribusi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu,
pendekatan interpretatif digunakan untuk menarik kesimpulan teoritis dan praktis
dari hasil perbandingan yang telah dilakukan.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran
yang komprehensif mengenai efektivitas distribusi kesejahteraan oleh dua sistem
yang berbeda secara konseptual dan struktural.

PEMBAHASAN
Sejarah dan Peran Baitul Maal Era Islam Klasik sebagai Lembaga Treasury
Negara
1. Sejarah Berdirinya Baitul Maal

Baitul Maal adalah lembaga keuangan negara pada masa pemerintahan Islam
klasik yang berfungsi sebagai perbendaharaan pusat untuk mengelola dan
menyalurkan dana publik, termasuk zakat, pajak, kharaj, jizyah, dan hasil perang
(Khaldun, 2015). Konsep Baitul Maal berakar dari sistem keuangan dan sosial yang
diatur dalam Al-Qur’an dan Hadis, yang mengamanatkan pengelolaan dana negara
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secara terpusat demi keadilan sosial dan kesejahteraan umat Islam. Secara formal,
pembentukan lembaga ini dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang
menginisiasi sistem administrasi keuangan negara Islam pertama kali dengan
pengorganisasian yang lebih terstruktur dan profesional (Nor, 2015; Wardiman et al.,
2025). Transformasi ini menandai tonggak penting dalam sejarah pengelolaan
keuangan publik yang menjadi dasar bagi sistem keuangan negara Islam.

Sebagai lembaga yang inovatif, Baitul Maal menggantikan sistem pengelolaan
keuangan yang awalnya bersifat informal oleh para khalifah dan pejabat, menjadi
mekanisme yang terorganisir untuk mengelola berbagai sumber pendapatan negara.
Dana yang terkumpul kemudian disalurkan secara tepat kepada pihak-pihak yang
berhak seperti fakir miskin, anak yatim, da’i, dan kebutuhan negara lainnya (Faizah
& Cholidah, 2024). Dengan demikian, Baitul Maal tidak hanya berperan sebagai
lembaga treasury, tetapi juga sebagai instrumen vital dalam menjaga stabilitas sosial
dan ekonomi melalui implementasi nilai-nilai keadilan dan keseimbangan ekonomi
Islam. Peran sosial-ekonomi ini menjadikan Baitul Maal fondasi penting yang
memperkokoh struktur negara Islam klasik.

Lebih jauh, praktik pengelolaan keuangan oleh Baitul Maal mengadopsi prinsip
keadilan sosial yang integral dengan nilai-nilai syariah, sehingga pengelolaan
keuangan negara tidak semata-mata administratif, tetapi merupakan cerminan
implementasi nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Possumah &
Ismail, 2012). Konsep ini terus berkembang dan menjadi rujukan utama dalam
pengelolaan keuangan negara berbasis syariah di era kontemporer, baik dalam
konteks fiskal negara maupun lembaga keuangan Islam modern.

2. Perkembangan dan Masa Kejayaan Baitul Maal
a. Masa Rosulullah dan Khulafaur Rasyidin

Pada masa Nabi Muhammad saw, fungsi Baitul Maal masih sangat
sederhana karena struktur pemerintahan Islam sedang dalam tahap
pembentukan awal. Dana zakat, kharaj, dan sumbangan dari umat Islam
dikelola langsung oleh Rasulullah dan para sahabat untuk mendukung
kebutuhan sosial dan kegiatan dakwah, sehingga pengelolaan dana bersifat
informal dan terpusat pada kepemimpinan Rasul (Hadi, 2016; Huda et al.,
2016). Meskipun sederhana, pengelolaan ini telah membentuk fondasi
penting dalam distribusi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat
Muslim awal, di mana dana tersebut digunakan untuk membantu fakir
miskin, membiayai kegiatan dakwah, serta mendukung kebutuhan umum
umat (Mubhit, 2025; Mulyani et al., 2023).

pada masa Khulafaur Rasyidin, Baitul Maal mulai mengalami formalitas
administratif dan birokratis yang lebih terstruktur. Umar bin Khattab dikenal
sebagai pemimpin yang memperkuat sistem pengelolaan pendapatan negara,
termasuk pendapatan zakat, kharaj, jizyah, dan hasil perang (ghanimah),
dengan sistem pencatatan dan distribusi yang lebih sistematis (Muchsin &
Manan, 2019; Mulyani et al., 2023). Fungsi Baitul Maal tidak hanya sebagai
perbendaharaan negara tetapi juga sebagai lembaga yang mendukung
stabilitas sosial dan ekonomi dengan distribusi dana yang terorganisir bagi
para mustahik, pengurus agama, tentara, dan infrastruktur negara
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(Bendadeh, 2025; Putri et al., 2024). Transformasi ini menjadi tonggak
penting bagi pengelolaan keuangan negara Islam yang berkelanjutan dan
menjadi rujukan dalam sistem keuangan Islam kontemporer.

b. Dinasti Umayyah (661-750 M)

Pada masa Dinasti Umayyah, Baitul Maal berkembang menjadi lembaga
treasury negara yang memiliki sistem administrasi keuangan yang lebih
kompleks dan terorganisir, menyesuaikan dengan perluasan wilayah
kekuasaan Islam yang sangat luas. Dengan bertambahnya penerimaan negara
dari berbagai sumber seperti kharaj (pajak atas tanah dan hasil bumi) serta
ghanimah (hasil rampasan perang), Baitul Maal memegang peranan sentral
dalam pengelolaan keuangan publik. Dana yang terkumpul digunakan untuk
membiayai kebutuhan militer, administrasi negara, serta pembangunan
infrastruktur yang menunjang kekuatan politik dan ekonomi kekhalifahan
(Muhammad, 2024; Ridho Nur, 2021). Sistem ini menunjukkan kemajuan
signifikan dibandingkan periode sebelumnya, dengan pencatatan dan
pengelolaan yang lebih sistematis untuk mendukung stabilitas dan ekspansi
negara Islam (Hasanah, 2024).

c. Dinasti Abbasiyah (750-1258 M)

Pada masa kejayaannya di era Dinasti Abbasiyah, Baitul Maal mencapai
puncak kemakmuran dan efisiensi dalam fungsi administratifnya. Ibn
Khaldun mencatat bahwa Baitul Maal memiliki struktur organisasi yang
sangat teratur dengan kantor pusat yang kuat serta cabang-cabang di
berbagai wilayah kekhalifahan yang bertugas mengelola penerimaan dan
distribusi dana secara efisien (Khaldun, 2015). Sistem administrasi keuangan
ini memungkinkan distribusi sumber daya negara dengan lebih tepat sasaran
untuk kebutuhan sosial seperti zakat, bantuan fakir miskin, dan
pemeliharaan infrastruktur. Kemajuan birokrasi ini menjadi salah satu faktor
penting yang menjaga stabilitas ekonomi dan politik kekhalifahan selama
masa kejayaannya (Muhammad, 2024; Mulyani et al., 2023).

Selain itu, Baitul Maal pada masa Abbasiyah berperan signifikan dalam
pembiayaan kegiatan ilmiah, seni, dan budaya yang menjadi ciri khas
keemasan peradaban Islam. Dana yang dikelola tidak hanya digunakan untuk
kepentingan sosial dan administratif, tetapi juga untuk mendukung
pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, seperti pendirian
madrasah, perpustakaan, dan institusi pendidikan lainnya (Rosmah et al.,
2025). Fungsi ganda Baitul Maal ini memperkuat peran negara Islam sebagai
pusat intelektual dan kebudayaan dunia pada masa tersebut, menunjukkan
betapa sistem keuangan Islam klasik mampu mengintegrasikan aspek sosial-
ekonomi dan kultural secara harmonis (Farah, 2014).

d. Kesultanan Turki Utsmani (1299-1924 M)

Setelah masa kejayaan Dinasti Abbasiyah, peran Baitul Maal mengalami
transformasi signifikan hingga memasuki era Kekhilafahan Turki Utsmani.
Pada periode ini, sistem pengelolaan keuangan negara menjadi semakin
birokratis dan terorganisir dengan baik, di mana Baitul Maal masih berfungsi
sebagai lembaga treasury negara namun dengan struktur administrasi yang
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lebih kompleks dan adaptif terhadap tantangan pengelolaan keuangan di
wilayah kekuasaan yang luas (Inalcik, 1994). Fungsi Baitul Maal tidak hanya
terbatas pada pengelolaan dana zakat, kharaj, dan pajak, tetapi juga termasuk
pendanaan militer, administrasi, dan pembangunan infrastruktur penting
bagi kelangsungan kekhalifahan (Inalcik, 1994). Namun, pada masa ini juga
terjadi pergeseran fungsi keuangan negara menuju sistem yang lebih sekuler
dan modern, di mana institusi-institusi fiskal berkembang mengikuti
pengaruh administrasi Barat dan perubahan politik internal Kekhilafahan
Ottoman (Kuran, 2004). Transformasi ini menyebabkan peran tradisional
Baitul Maal sebagai lembaga tunggal pengelola keuangan negara mulai
berkurang, meskipun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Islam tetap
menjadi rujukan dalam praktik keuangan publik yang dijalankan (Inalcik,
1994; Kuran, 2004).
3. Kepunahan dan Pergeseran Fungsi Baitul Maal

Perkembangan negara-negara Islam menuju sistem pemerintahan modern
membawa perubahan signifikan terhadap fungsi Baitul Maal sebagai lembaga
treasury negara tradisional. Pada era kolonial dan pascakolonial, banyak negara Islam
mengadopsi sistem keuangan berdasarkan model Barat yang menekankan
administrasi fiskal formal dan pemerintahan sekuler. Hal ini mengakibatkan peran
Baitul Maal dalam pengelolaan keuangan negara secara sistematis mulai digantikan
oleh kementerian keuangan dan lembaga fiskal modern yang mengelola anggaran
negara menggunakan mekanisme birokrasi yang kompleks (Juhro, Syarifuddin, &
Sakti, 2025a; Possumah & Ismail, 2012). Perubahan ini juga didorong oleh kebutuhan
negara modern akan transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengelolaan yang
memenuhi standar internasional sehingga fungsi tradisional Baitul Maal mengalami
penurunan peran dalam ranah fiskal negara.

Transformasi tersebut menyebabkan fungsi Baitul Maal sebagai lembaga
tunggal pengelola keuangan negara menjadi terfragmentasi dan bergeser ke ranah
sosial-keagamaan. Saat ini, sebagian fungsi sosial Baitul Maal diambil alih oleh
lembaga-lembaga zakat modern seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan
Lembaga Zakat Swadaya Masyarakat (Laznas), yang beroperasi secara independen
sebagai lembaga sosial bukan lembaga treasury negara (Faizah & Cholidah, 2024;
Hilmiyah et al., 2023). Sementara itu, fungsi fiskal dan pengelolaan anggaran negara
secara keseluruhan sepenuhnya berada di bawah otoritas sistem pemerintahan
modern melalui APBN dan lembaga keuangan negara lainnya. Meskipun demikian,
konsep dan nilai-nilai dasar pengelolaan keuangan Baitul Maal tetap menjadi
inspirasi dalam pengembangan instrumen keuangan Islam modern dan upaya
integrasi prinsip syariah dalam pengelolaan fiskal publik (Rahman, 2o015;
Saifurrahman & Kassim, 2020).

4. Sumber Pendapatan dan Alokasi Dana Baitul Maal

Baitul Maal memperoleh pendapatan dari beberapa sumber utama yang telah
diatur dalam hukum Islam dan praktik pemerintahan klasik, yang selanjutnya
dialokasikan untuk berbagai kepentingan negara dan masyarakat. Tabel berikut
menjelaskan jenis-jenis pendapatan Baitul Maal beserta alokasi utamanya:
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Jenis Penjelasan Alokasi Dana Utama
Pendapatan
Zakat I(ewajiban bagl umat Islam yang Fakir miSkin, anak Yatim,
memenuhi nisab untuk disalurkan | da’i, dan kepentingan sosial
kepada mustahik (penerima zakat). lainnya.
Kharaj Pajak atas tanah dan hasil bumi di wilayah | Pembiayaan negara,
kekuasaan Islam. infrastruktur, dan distribusi
sosial.
Jizyah Pajak yang dikenakan kepada non- | Biaya administrasi dan
Muslim sebagai ganti perlindungan | pertahanan negara.
negara.
Khums Seperlima dari hasil rampasan perang | Kebutuhan agama, fakir
atau harta tertentu. miskin, dan administrasi
negara.
Ghanimah Rampasan  perang yang menjadi | Pembiayaan militer dan
pendapatan negara. kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan tersebut disalurkan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan
agar dapat memenuhi kebutuhan negara sekaligus memastikan kesejahteraan rakyat
yang merata (Khaldun, 2015; Taymiyyah, 1983). Pengelolaan dan distribusi yang
terorganisir menjadi faktor utama keberhasilan Baitul Maal dalam menjaga stabilitas
sosial dan ekonomi pada masa kekhalifahan.

Sejarah dan Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam
Sistem Pemerintahan Modern
1. Sejarah Munculnya Konsep APBN

Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berakar dari sistem
keuangan pemerintahan yang berkembang pesat sejak era kerajaan-kerajaan besar di
Eropa, khususnya Inggris dan Belanda pada abad ke-17 dan ke-18. Pada masa tersebut,
pengelolaan anggaran negara mulai mengalami formalitas dan pengaturan yang ketat
sebagai bagian dari evolusi sistem pemerintahan yang semakin terorganisasi dan
birokratis (Brewer, 1989; Schick, 2007). Transformasi ini menandai pergeseran dari
pengelolaan sumber daya kerajaan yang bersifat personal dan terdesentralisasi
menuju suatu instrumen keuangan yang legal dan politik, di mana anggaran negara
harus disetujui oleh badan legislatif seperti Parlemen (Wehner, 2006).

Perkembangan tersebut mengubah anggaran menjadi alat utama dalam
pengelolaan keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan terencana. Proses ini
menjadi fondasi bagi sistem anggaran modern yang dikenal sekarang sebagai APBN,
yang berfungsi tidak hanya sebagai dokumen fiskal tetapi juga sebagai instrumen
pengendalian dan legitimasi politik dalam pemerintahan modern (Brewer, 1989;
Schick, 2007). Dengan demikian, konsep APBN muncul sebagai hasil dari integrasi
antara mekanisme administrasi fiskal dan prinsip demokrasi representatif yang
memungkinkan pengawasan legislatif atas penggunaan dana publik.

2. Pengembangan dan Implementasi APBN Secara Global
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Seiring dengan transformasi negara-negara menuju tata kelola pemerintahan
modern, konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menjadi
pilar utama dalam sistem administrasi publik di berbagai belahan dunia. Fungsi
APBN kini meluas dari sekadar instrumen pencatatan pendapatan dan pengeluaran
menjadi alat strategis dalam perencanaan pembangunan, pengendalian fiskal, dan
realisasi kebijakan ekonomi makro yang berorientasi pada pertumbuhan inklusif dan
pemerataan kesejahteraan masyarakat (Allen & Tommasi, 2001; Robinson, 2007).
Konvergensi ini juga didorong oleh standar tata kelola keuangan publik global yang
menekankan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran
negara (OECD, 2019).

Secara umum, implementasi APBN dilakukan melalui tiga tahap utama:
perencanaan  anggaran, pelaksanaan  anggaran, dan evaluasi  atau
pertanggungjawaban anggaran. Perencanaan anggaran melibatkan proyeksi
pendapatan dan identifikasi prioritas belanja berdasarkan visi pembangunan
nasional. Pelaksanaan anggaran menekankan efisiensi dalam penyaluran dan
penggunaan dana, sedangkan tahap evaluasi bertujuan untuk mengukur kinerja fiskal
dan memastikan integritas dalam penggunaan dana publik (Curristine et al., 2007;
IMF, 2018). Ketiga tahap ini dijalankan berdasarkan prinsip transparansi fiskal,
pengawasan legislatif, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan
anggaran, sebagai upaya mewujudkan keuangan negara yang inklusif dan responsif
terhadap kebutuhan publik (International Budget Partnership, 2024).

3. Fungsi dan Peran APBN dalam Pengelolaan Keuangan Negara

APBN berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengalokasian sumber daya
negara yang diperoleh dari pendapatan negara, seperti pajak dan penerimaan bukan
pajak, untuk membiayai berbagai belanja publik, termasuk pembangunan
infrastruktur, pelayanan publik, pertahanan, dan program-program kesejahteraan
sosial yang mendukung pemerataan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat
(Natia, 2024). Pengalokasian ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi
dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Robinson, 2007). Sebagai alat
pengelolaan keuangan negara, APBN memainkan peran penting dalam mengatur
hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat, menciptakan mekanisme
transparansi dan akuntabilitas yang esensial untuk membangun kepercayaan publik
dan pengelolaan fiskal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, APBN tidak hanya
berfungsi sebagai dokumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan distribusi kesejahteraan yang adil,
sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (Hasan et al., 2025). Implementasi APBN
yang efektif dapat memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung stabilitas ekonomi
dalam jangka panjang (Nkeiru et al., 2024).

4. Prinsip-prinsip Dasar APBN
a. Transparansi: Keterbukaan informasi anggaran kepada publik untuk
memungkinkan pengawasan yang efektif dan mencegah penyalahgunaan
anggaran (Fitriyah et al., 2023; Syauqy, 2018).
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b. Akuntabilitas: Pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan dan
penggunaan dana publik, dengan laporan  yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Gozaly et al., 2025)

c. Legalitas: Anggaran harus disusun dan disahkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, memastikan kesesuaian antara
kebijakan fiskal dan hukum negara (Abadi, 2021).

d. Efektivitas dan Efisiensi: Penggunaan dana negara harus mencapai hasil yang
optimal dengan biaya minimal, memastikan setiap pengeluaran memberikan
manfaat yang sebanding dengan tujuan (Ummam et al., 2023).

Perbandingan Mekanisme Distribusi antara Baitul Maal dan APBN.

Perbandingan antara mekanisme distribusi Baitul Maal dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan perbedaan mendasar dalam
pengelolaan dan penyaluran dana publik. Pada masa pemerintahan Islam klasik,
Baitul Maal berfungsi sebagai lembaga yang mengelola kekayaan negara dengan
prinsip keadilan sosial, di mana dana yang dikelola berasal dari zakat, kharaj, jizyah,
khums, dan hasil ghanimah. Baitul Maal menyalurkan dana ini langsung kepada
masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir miskin dan kelompok-kelompok
marginal, dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial secara langsung
dan tepat sasaran (Juhro, Syarifuddin, Sakti, et al., 2025; Possumah & Ismail, 2012).
Sistem ini memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam distribusi
sumber daya, dan menjadikannya lebih responsif terhadap kebutuhan sosial yang
mendesak (Fatha & Pahlevi, 2023).

Sebaliknya, APBN, sebagai instrumen keuangan modern, mengelola
pendapatan negara yang lebih besar melalui pajak dan penerimaan negara lainnya.
Meskipun memiliki kapasitas fiskal yang lebih luas, APBN sering terhambat oleh
birokrasi yang rumit dan berbagai kendala administratif, seperti ketidaktepatan
sasaran dan kebocoran anggaran yang mengurangi efisiensi distribusinya. Proses
distribusi APBN yang lebih kompleks dan memerlukan waktu yang lebih lama ini
seringkali terhambat oleh faktor-faktor seperti korupsi dan kelemahan pengawasan
(Juhro, Syarifuddin, & Sakti, 2025b; Wulandari, 2019). Dengan demikian, meskipun
APBN memiliki potensi untuk menciptakan dampak yang lebih besar karena
kapasitas fiskalnya, sistem distribusinya tidak selalu secepat dan seefisien Baitul Maal
dalam menanggapi kebutuhan sosial.

Walaupun kedua sistem bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, perbedaan dalam mekanisme dan efektivitas distribusinya cukup jelas.
Baitul Maal lebih mengutamakan kecepatan dan ketepatan sasaran dalam
menyalurkan dana kepada yang membutuhkan, sementara APBN, meskipun lebih
besar dalam skala dan kapasitas, sering kali terhambat oleh tantangan birokrasi dan
pengawasan. Untuk itu, dengan perbaikan dalam manajemen dan penguatan
transparansi, APBN berpotensi untuk meningkatkan efektivitas distribusi
kesejahteraan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat.
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Dampak Distribusi Kesejahteraan terhadap Masyarakat

Dampak distribusi kesejahteraan yang dilakukan melalui sistem Baitul Maal dan
APBN memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan
ekonomi masyarakat. Pada masa pemerintahan Islam klasik, Baitul Maal berhasil
menciptakan stabilitas sosial dengan memastikan pendapatan negara didistribusikan
kepada mereka yang membutuhkan secara adil. Dengan dana yang berasal dari zakat,
kharaj, jizyah, khums, dan hasil ghanimah, Baitul Maal memberikan bantuan
langsung kepada kelompok masyarakat yang lebih marginal, seperti fakir miskin dan
anak yatim, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas
antarwarga (Unun Roudlotul Janah & Humaidi, 2020). Sistem ini tidak hanya
berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada penguatan nilai sosial dan spiritual,
yang menjadi ciri khas dari pengelolaan dana negara pada masa itu.

Sebaliknya, meskipun APBN memiliki kapasitas fiskal yang jauh lebih besar,
yang memungkinkan pembiayaan program pembangunan yang lebih luas,
dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sering terhambat oleh
ketidaktepatan sasaran dan permasalahan birokrasi. Program-program kesejahteraan
sosial yang didanai oleh APBN, seperti sektor sosial, kesehatan, dan pendidikan,
sering kali mengalami kendala dalam distribusinya akibat kebocoran anggaran,
korupsi, dan lemahnya pengawasan. Hal ini menyebabkan bahwa dana yang
seharusnya sampai pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan seringkali
tertunda atau tidak tepat sasaran, sehingga memperburuk ketimpangan akses
terhadap layanan publik berkualitas (Febrianti & Riovita, 2025).

Namun, meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme distribusinya, kedua
sistem ini tetap memiliki kontribusi penting dalam menciptakan dampak jangka
panjang terhadap masyarakat. Baitul Maal, dengan distribusi dana yang lebih
langsung, memiliki dampak cepat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan langsung bagi masyarakat marginal. Sebaliknya, APBN, meskipun
distribusinya lebih lambat dan terhambat oleh birokrasi, memiliki potensi besar
untuk mendanai proyek-proyek besar yang mendukung pembangunan infrastruktur
dan sektor-sektor penting lainnya untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem distribusi APBN serta integrasi antara sistem
pengelolaan dana negara tradisional seperti Baitul Maal dengan sistem modern
sangat diperlukan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan
berkelanjutan (Fathurrahman, 2012; Imani & Almas, 2020).

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Dari perbandingan mekanisme distribusi kesejahteraan antara Baitul Maal dan
APBN, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang perlu diperhatikan untuk
meningkatkan efektivitas distribusi kesejahteraan sosial. Salah satu pelajaran penting
yang dapat diambil dari sistem Baitul Maal adalah pentingnya pengelolaan dana yang
berbasis pada partisipasi masyarakat dan prinsip keadilan sosial. Dengan tingkat
partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengumpulan dan penyaluran dana, Baitul
Maal dapat lebih cepat dan tepat sasaran dalam membantu mereka yang
membutuhkan. Oleh karena itu, sistem APBN dapat belajar dari Baitul Maal dengan
lebih memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi anggaran, serta
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meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran
negara. Hal ini dapat membantu mempercepat distribusi dana kepada masyarakat
yang membutuhkan dan mengurangi kesenjangan sosial (Alhasanah et al., 2023;
Martawati et al., 2025).

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam sistem Baitul Maal
dapat memperkuat dimensi sosial dan spiritual dalam distribusi kesejahteraan sosial
melalui APBN. Meskipun APBN bersifat sekuler dan berbasis pada perencanaan
ekonomi makro, pengintegrasian nilai-nilai sosial seperti keadilan, kesetaraan, dan
solidaritas dapat menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih inklusif. Oleh
karena itu, integrasi antara kebijakan fiskal negara modern dan prinsip-prinsip sosial
Islam dalam distribusi dana publik dapat menjadi alternatif kebijakan yang lebih
efektif dalam menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pemerintah perlu
mendorong adanya sinergi antara lembaga-lembaga sosial seperti BAZNAS dan
Lembaga Amil Zakat dengan mekanisme fiskal negara untuk menciptakan sistem
distribusi yang lebih adil dan merata (Eka Pujiyanti et al., 2025; Waluyo, 2017).

Rekomendasi  kebijakan untuk meningkatkan efektivitas distribusi
kesejahteraan sosial di Indonesia antara lain adalah melakukan reformasi birokrasi
dalam pengelolaan APBN untuk mengurangi kebocoran anggaran, memperbaiki
sistem pengawasan dan akuntabilitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam perencanaan dan evaluasi anggaran negara. Selain itu, penting bagi
pemerintah untuk meningkatkan sinergi antara lembaga-lembaga sosial berbasis
keagamaan dengan institusi negara, seperti melalui kolaborasi BAZNAS dan
pemerintah dalam mendistribusikan dana sosial. Pendekatan ini diharapkan dapat
menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan
berkelanjutan, serta memberikan solusi yang lebih inklusif terhadap tantangan
ketimpangan sosial di Indonesia (BPPN, 2008; RAMLI, 2021).

Perbandingan Distribusi Zakat oleh BAZNAS Pusat dengan APBN

Distribusi zakat yang dikelola oleh BAZNAS (2024) Pusat pada tahun 2024
menunjukkan efektivitas yang tinggi dengan total dana yang terkumpul mencapai Rp
874,1 miliar. Dana tersebut dikelola dan disalurkan kepada mustahik yang berhak,
dengan alokasi terbesar diberikan kepada golongan fakir dan miskin, yang mencapai
sekitar Rp 436,7 miliar. Kecepatan distribusi oleh BAZNAS terbukti lebih cepat jika
dibandingkan dengan distribusi bantuan sosial yang dilakukan melalui APBN, yang
seringkali terhambat oleh proses administratif yang lebih kompleks. BAZNAS Pusat
berhasil menyalurkan dana zakat dengan tingkat efektivitas penyaluran mencapai
84,22% dalam waktu yang relatif singkat, sementara distribusi bantuan sosial dari
APBN memerlukan waktu lebih lama.

Sebagai perbandingan, pada APBN (Indonesia, 2025), anggaran untuk
perlindungan sosial diperkirakan mencapai Rp 151,4 triliun, yang mencakup program-
program seperti Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga, bantuan sembako
untuk 18,7 juta penerima, serta stimulus konsumsi masyarakat pada kuartal kedua.
Meskipun anggaran yang dialokasikan lebih besar, distribusi melalui APBN
cenderung lebih lambat karena terhambat oleh proses verifikasi, regulasi, dan
prosedur administratif yang melibatkan banyak lapisan pemerintah. Sebagai contoh,
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program PKH dan bantuan sembako memerlukan waktu lebih lama untuk sampai
kepada penerima, terutama karena adanya proses verifikasi penerima yang rumit dan
penyampaian bantuan yang melalui kanal yang lebih birokratis.

Sementara itu, BAZNAS dengan sistem yang lebih sederhana dan terfokus pada
penyaluran langsung kepada mustahik menunjukkan hasil yang lebih terukur dan
tepat sasaran. Hal ini membuat BAZNAS lebih responsif dalam menanggapi
kebutuhan masyarakat yang mendesak, seperti yang terlihat pada program-program
Indonesia Sehat dan Indonesia Peduli, yang berhasil mendistribusikan bantuan
kemanusiaan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dampak sosial dari distribusi zakat melalui BAZNAS terbukti cukup signifikan,
dengan 75% penerima manfaat melaporkan adanya peningkatan pendapatan bulanan
setelah menerima bantuan zakat. Sebagian besar penerima zakat melaporkan bahwa
mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, kesehatan, dan
pendidikan, yang berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Sebaliknya,
meskipun bantuan sosial APBN memiliki skala yang lebih besar, dampaknya lebih
lambat  terlihat, mengingat proses administrasi yang panjang dan
ketidakterjangkauan bantuan secara langsung pada kebutuhan sehari-hari penerima
manfaat.

Sehingga selaras dengan Teori Akuntabilitas Publik, bahwasannya lembaga
sosial seperti BAZNAS harus memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam mengelola
dana yang diterima, dengan laporan yang transparan yang mudah diakses oleh publik.
Dalam hal ini, BAZNAS Kota Malang dan BAZNAS Pusat menunjukkan akuntabilitas
yang lebih baik dibandingkan dengan distribusi melalui APBN, yang seringkali
terhambat oleh kompleksitas birokrasi.

Dan juga berdasarkan Teori Efektivitas Distribusi, distribusi dana yang
dilakukan oleh BAZNAS Pusat lebih efisien dan tepat sasaran. Sebagai contoh,
program zakat pangan yang disalurkan oleh BAZNAS hanya memerlukan waktu
kurang dari satu bulan untuk sampai ke penerima, sementara distribusi bantuan
sosial melalui APBN seringkali memerlukan waktu lebih dari dua bulan karena proses
verifikasi data penerima dan prosedur penyaluran bantuan yang panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membandingkan dua sistem distribusi kesejahteraan sosial yang
berbeda, yaitu Baitul Maal dalam sistem ekonomi Islam dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dalam sistem keuangan negara modern. Berdasarkan
analisis komparatif, dapat disimpulkan bahwa kedua sistem tersebut memiliki
karakteristik yang sangat berbeda dalam hal mekanisme operasional dan efektivitas
distribusinya. Baitul Maal lebih cepat dan tepat sasaran dalam mendistribusikan dana
kepada mereka yang membutuhkan, terutama melalui zakat, infak, dan sumbangan
lainnya. Sistem ini juga mengutamakan partisipasi masyarakat dan prinsip keadilan
sosial dalam pengelolaan dana. Sementara itu, APBN, meskipun memiliki kapasitas
fiskal yang lebih besar, menghadapi berbagai kendala seperti keruwetan birokrasi,
kebocoran anggaran, dan ketidaktepatan sasaran dalam distribusinya. Meskipun
demikian, APBN berpotensi untuk menciptakan dampak yang lebih besar dalam
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pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor lainnya yang mendukung
pertumbuhan ekonomi.

Maka dari itu untuk meningkatkan efektivitas distribusi kesejahteraan sosial,
beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut : 1. Penguatan Pengawasan
dan Transparansi: Untuk memperbaiki sistem distribusi APBN, pemerintah perlu
memperkuat mekanisme pengawasan anggaran dan transparansi dalam setiap
tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini dapat mengurangi
kebocoran anggaran dan memastikan dana yang dialokasikan tepat sasaran; 2.
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam
perencanaan dan evaluasi anggaran negara, seperti yang dilakukan oleh Baitul Maal,
dapat mempercepat distribusi bantuan kepada kelompok yang membutuhkan.
Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana sosial juga dapat meningkatkan
kepercayaan terhadap sistem distribusi kesejahteraan sosial; 3. Integrasi Prinsip Sosial
Islam dalam APBN: Memadukan prinsip-prinsip sosial Islam, seperti keadilan dan
keseimbangan, ke dalam kebijakan fiskal modern dapat menciptakan distribusi
kesejahteraan yang lebih inklusif dan merata. Pemerintah dapat belajar dari Baitul
Maal dalam mengedepankan nilai-nilai sosial yang mendalam dalam pengelolaan
dana publik; 4. Sinergi antara Lembaga Sosial dan Negara: Peningkatan sinergi antara
lembaga-lembaga sosial berbasis keagamaan, seperti BAZNAS, dengan institusi
negara dapat menciptakan sistem distribusi kesejahteraan yang lebih cepat, tepat
sasaran, dan berkelanjutan.
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